UR K

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR {2¢ TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang ! &a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah vang
pelaksanaan tugas dan fungsinva telah dapat
dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan
fungsional;

b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
Tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional, mengamanatkan bahwa peyetaraan
jabatan dilakukan pada instansi Daerah;

¢. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang
dinamis dan profesional sebagali upaya peningkatan
efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja
pemerintah daerah, periu dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional; '

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Guberhur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, -serta Tata
Kerja Badan -Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kalimantan Barat;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara
: Republik Indonesia Tahun 1945; _ Sl
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Pembentukan  Daerah-Daerah Otonom  Provinsi
Kalimantan  Barat, Kalimantan  Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan Hmu  Pengetahuan dan  Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4219},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038};

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telalhh diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomeor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik '._Iﬂdanes_ia: R

Nomor 67},
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9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 {entang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem  Aluntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Neomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan teralhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasrzya '
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan . Republik- Indonema o
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk .
Indonesia Tahun 19435.
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penye&enggam |

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat,

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat vang
selanjuinya disingkat Balitbang adalah unsur penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan
pengembangan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawal negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing
pada jabatan fungsional yang setara.

lImu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan
tertentu  yang dilandasi oleh metodologi ilmiah baik yang bersifat
kuantitatif, kualitatif maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian
gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

HAR
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dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu
pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan
kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Imu Pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan vang luas
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh
atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan
masyarakat kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi
perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian
nilai luhur budaya bangsa serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan penelitian,
pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan
evaluasi kebijakan.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan
keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan /atau hipotesis di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah
bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengkajian adalah penelitian terapan vyang bertujuan memecahkan
permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai
tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah
terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan
teknologi haru.

Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam bentuk desain dan rancangan bangun untuk menghasilkan nilai,
produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan
keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis,
sosial budaya dan estetika,

Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau
ilmu pengetahuan dan teknologi vang telah ada ke dalam kegiatan
perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.

Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model
atau system perekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melatui
kegiatan  pendampingan dan supervise guna modifikasi dan
penempurnaan,

Evaluasi kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui
pengumpulan, analisis dan intepretasi informasi untuk mengetahui tingkat
keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan
kriteria/model  tertentu  untuk  memperoleh  rekomendasi dan
penyempurnaan. ~
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28. Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum 'éida-:'

sebelumnya yang memperkaya khasanah serta dapat d1pergunakan untuk .
meyempurnakan atau memperbarui ilmu pengetahuan dan teknoiogz 3&11’16; ST

telah ada,

29.Inovasi  adalah  kegiatan  penelitian, pengembangan,  dan/atau

perekayasaan yang bertujuan mengembangkan ‘penerapan ' praktis- nilai

dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau . cara haru untuk-"”'

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ad& ke dalam -' FREEN

produk atau proses produksi.

30. Difusi Teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasﬂ umvamf - Ll
secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau plha}«:—plhak iam dengaﬁ T

tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.

31. Alih  teknologi adalah pengalihan kemampuan m@mar}faaﬁ«:an daﬂ i .
menguasal ilmu pengetahuan dan teknologi antar }embaga badan aiau o B S
orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maapun yang berasal-; SEar

dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Balitbang Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang K.epala Badan yang :::
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubemul melalurif_'_j; i

Sekretaris Daerah.
BAB I
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

Balitbang mempunyai tugas membantu Gubernur’ me}aksaﬁakan umsara i i
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah’ dan tugas;_-;"” ST
pembantuan di bidang penelitian dan pengembaﬁgan sesuai dengan ketentuan;j_- S R E

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 Bahtbang o

menyelenggarakan fungsi : _ _
a. perumusan program kerja di bldang penelitian dan peng&mbangan
b. perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangem

¢. pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan, '; : _'

pengoordinasian dan pembinaan teknis di b1dang peﬁehman dan'_f_. S

pengembangan;




e. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemmmtah d1 bidang penehtian: o
dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan pez undang«-undancan S 5
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan . ch . bzdang -5__penf311‘t_1an dan'.:_j.'f
pengembangarn,; . TR O e L
g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabﬂﬁas Kmeaja Ins‘tansi;_} L _f_:-: o
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di Imgkungan Bahtbang, L

h. pelaksanaan administrasi Bahtbang, dan

i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembani,uan yancr d}berzkan oleh"_':”_":'
Gubernur di bidang penelitian dan pengembangan sesual ketentuan.:_:{.f
peraturan perundang-undangan. : B ;

Bagian Kedua .=
Susunaﬁ Orgaﬁ_isaéi
Pasal 5 - e T
(1) Susunan Organisasi Balitbang Provinsi KallmantanBara"tterdlndam : '
a. Kepala Badan, L g
b. Sekretariat;
c. Bidang Sosial dan Pemerintahan;

d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

e. Bidang Inovasi dan Teknologi;
{. Unit Pelaksana Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan Fungswnal

(2} Susunan Organisasi Balitbang S@bagalmana tercantum pad.: .:'-;":. .
yang merupakan bagian tidak terplsahkan dan ?eratulan Gubemuf m1 -

Bagian Ketiga .
Képala Badan
Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana d}.maksud daiam Pasal 5 aya‘i, (1) humf'%,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, rnengkoerdma&kam mem'bi a,:'
mengarahkan, menyelenggar aka:n, mengevaluasi dan pelaporan keglatan“
badan di bidang penelitian dan- pengembangan sesual dengan Letentuan;_,
peraturan perundang-undangan. o T

Pésai 7

Untuk melaksanakan tugas sebaga:{mana dzmaksud daiam Pasai 6 Kepaiai
Badan mempunyai fungsi : : 5 :

a. penetapan program kerja di bzdang penehman dan peng&mbangan .

b.  perumusan kebijakan di bidang sosial dan p@mermtahan, ekenoml -'_dan':
pembangunan serta inovasi dan teknologl : e :

E
i
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c. penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial dan pemeﬂntahan ekonomi ' 
dan pembangunan serta inovasi dan teknologi sesuai keteﬁtuan peraturan S
perundang-undangan; . R

d. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan  di bidanff soszal dazi'-:‘i. i

pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi da:n ‘i:eknoiowi, S

e. pembmaan dan mengarahkan kegiatan di bidang sosial - dan:'.._'-'

pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan tekno}ogz,

f.  pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan funGm i Imgkungaﬂ_f:_f'_

Badan;

g pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pen}reienggaraan keg,latan":f-
di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dari pembangunan sei"taf. S

inovasi dan teknologi;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyeienggaraan e -;
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instamm Pememntah S

(SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bahtbang,

i.  pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur bmhena&n denganf_z,_.
perumusan kebijakan di bidang sosial dan pememltahan ekonemfz dan IR DUS N B

pembangunan serta inovasi dan teknologi; dan

J. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantiian: di bldang penehtzaﬂ daﬁ s
pengembangan yang diberikan cleh Gubemul sesual ketentuan pezaturan‘f- S G

perundang-undangan.
Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal §

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasals'avgat' (I) humf by dzpzmpmf :
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung]awab kepada iy

Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan pemmusaﬁ keb:gakan d:l.
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan admlmstms;;af},-ﬁ'

kepegawaian, pengelolaan keua:ngan dan . aset, sez‘ta bertanggung;awabf

memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan admlmstrasz ('}11;:__

lingkungan Balithang,
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daia:m Pasal 9 Sekrei:arlat:f.:._-f:f

mempunyai fungsi :

4. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di . badaﬂg penyusunan;:i-{
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum cian apafa'tur serta--;.-

pengelolaan keuangan dan aset;

c. penyelenggaraan urusan dan pelayanan . di bldang Iencana Is:erja 3-

monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum: dmm__??":
aparatur di lingkungan Balitbang sesuai ketentian peraturan pemndang-- e

undangan;




d. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap - penyusunan rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta. pengelolaan keuangaﬁ o
dan aset; B

e. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerga, _'
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dfm aset ch PR
lingkungan Balithbang; '

f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di 1mg1{ungqn.:_._.;_.:_;
Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan pera'turan'_;_- L
perundang-undangan; =

g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz d1 11ngkunganfli’-'
sekretariat; : R

h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, S1stern Akuntabﬂatas:,_f: o
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pe}ayanan pubhk d:{ izzwkundan
Balitbang; S e

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada h*‘3‘»,‘Pa'£a Badan bexkenaan:f'::.:
dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat; i

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap peiaksm&aanff e
tugas dan fungsi di lingkungan Balitbang; dan X : :

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang lieselqletamatan yang ciiserahkan oleh;
Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan pemndang uﬁdangan :

Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 membawahl Sub Baglanf
Umum dan Aparatur; R L

{2) Sub Bagian sebagaimana dimaks&d pada ayat (I) masmg-masmg dlpimpm_
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang - berada cil bawah ciam
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasgal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dzmaksud da}am Pasal 11 ayat_g_.
(1}, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah ‘bahan kebgakf" 1"_13_b1dangf

umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan’ kegla‘tan Sesuaijdenga:a Q‘
tugas dan fungsinya. 3 :

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud cialam Pasal 12 Sub_i_;

Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi o i
penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Ap&mtur

pengumpulan, pengolahan bahan -dan perumusa_n ke‘bljakan d1 bidanvii
umum dan aparatur dﬂmgkungan badan; . g RS : g

c. pemberian dukungan terhadap peiaksanaan tugas dan fung&n ch}f__
lingkungan sekretariat; - . _ S

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sestiai tugas dan ftmgsz dz ’bzciangif:-
umum dan aparatur; . o L
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e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai- dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan 'Apératur;-

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris. berkenaan dengaﬁ : ': e

tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 1ap0ran ierhadap'_-_.

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; =

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang wmum dan aparatur yang dlsemhkan : I

oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 14

Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam’ 'Pa'sal'S" éij?’éi
(1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang belada dl bawah dan.f_._'f RN

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial dan budaya, kepcndudukani‘

pemberdayaan masyarakat dan desa, penyelenggaraan pemerintahan dam }_:_j_j_'_
pengkajian peraturan serta bertanggungjawab memimpin selumh kemataﬂ“i_:;:ﬂ

pelayanan dan administrasi di bidang sosial dan pemerintahan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 19 I-Bzdang’f‘._*:-E

Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang Sosial dan Pemermtahan,

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bldang sos1ai dan_fj- |
budaya, kependudukan, pemberdayaan masyaraka‘t dan_____ .desa,'__{_'-'

penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;

¢. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bld&:ﬂg soszal d{m .3.5 '_:
budaya,  kependudukan, pemberdayaan masyarakat = dan - __desa,f
penyelenggaraan pemerintahan dan pengkapan p_e_ra'i:mjan:_ _sespt_a‘i' R

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ébsiéd 'dari "b'ﬁ'tiéiyé A
kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan’ desa penyelenggaraan e
pemerintahan dan pengkajian peraturan sesuai keteniuan peraturan-;”

perundang-undangan;

e. pengoordinasian di bidang sosial dan budaya, kepeﬁdﬂdﬁkaﬁ'- s
pemberdayaan masyarakat dan desa, penyelenggaraan pemermtahan dan-'f ponai

pengkajian peraturan;
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f. pembinaan dan pengawasan texhadap pelaksanaan tugas dan fungm dz'f f
bidang sosial dan budaya, kependudukan, pember dayaan masyarakat dan*-'{f.
desa, penyelenggaraan pemerintahan dan peﬁgkaﬁaﬁ pemtumn sesual :
ketentuan peraturan perundang»umdangaﬁ : _ ¥ 5

g. pemberian saran dan perumbangan ixepada kepaia Badan ber}aenqan.{ :
dengan tugas dan fungsi di bidang sosial’ dan budaya kependuduhaﬂ
pemberdayaan masyarakat dan desa penyeiengg&r&am pemermtahan dan;? _
pengkajian peraturan,; : R ot

h. pelaksanaan evaluasi dan pelapma.n terh'uiap pelaksanaan 'i:ugas d] bidang;
sosial dan budaya, kependudukan, pemberdayaaﬁ masyarakat dem desa
penyelenggaraan pel“ﬂermtahaﬁ dan pengkaﬂan pez*amran dan o Lo

i. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepaia Badan dz bida:ﬂg Saszaiiz
dan Pemerintahan sesuai ketentuan per aturan pel undang undan gaﬁ :

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi-dan Pembangunan i s

Pasal 17

Bidang Ekonomi dan Pembangunan' sebagazmana dxmaksud dalam Pasal 5_:
ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala B1dang yang berada cu bawah_f-f
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. : : o -

PaSai i8 -

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempuny:—n tugas merzwapkan' ahan dan_‘-_
merumuskan kebijakan teknis di’ bzdanﬁ ek@nomz sumber daya. aiam daﬂ'_'-
lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan ‘prasarana serta
bertanggungjawab memimpin seluruh’ kegiatan. pelayanan dan adnnmstmsz dz
bidang ekonomi dan pembangunan. S - P i

Paéal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 22 Bu:lang
Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi: : i L

a. penyusunan program kerja di b1dang Ekonomi’ zian ’Pembanwm’lan

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan iekms di bzdang ekmmrm
sumber daya alam dan lingkungan hidup;. pengembangan wﬂayah flSIk d
prasarana, : '

c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan admlmstras:t dl bldang el{c:;ﬁoml -
sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan wzlayah ﬁszk cian' :
prasarana sesuai ketentuan peraturan pemndaﬂg~u11dangaﬁ

d. penyelenggaraan urusan pemermtahan di bidang ekonomz sumber’. daya-*
alam dan lingkungan hidup, pengembaﬁgan Wﬂayah fzsﬂ{ dan pras&uan
sesual ketentuan peraturan perundang—undangan oty :
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e. pengoordinasian di bidang ekonomi, sumber daya aiam dan hngkungem S
hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; - S R __ '

f. pembinaan dan pengawasan terhadap peiaksaﬁaan tugas dzm fung31 dz
bidang ekonomi, sumber daya alam dan lnwkungan hldup pengembaﬂgaﬁf-

wilayah, fisik dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang—f-
undangan; : '

g pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaanf_:-f o
dengan tugas dan fungsi di bidang ekonomi, sumber daya alam danﬁ'_f i
lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasaraﬂa i Gty S S

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di: b1dang{. Lo
ckonomi, sumber daya alam dan lingkungan hadup,E penvembanganf“’
wilayah, fisik dan prasarana; dan A |

1. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepa}a Badam d1 bld&i‘lg'_:::“-::

ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan pemturam pmundanga_ﬂ_: '
undangan. :

Bagian Ketujuh _
Bidang Inovasi dan Teknologi -
Pasal 20

Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dzmaksud dalam Pasai S a:vat (1).:_:':
huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan'_-_
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Co ' '

Pasal 21

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas menylapkan bahan dan;f;‘_;_ Bl
merumuskan kebijakan teknis di bidang inovasi dan pengemba‘mgan teknoiogi,i
difusi inovasi dan penerapan teknoiegl desm}mam k@htbangan serta--.:?

bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan da.n admmzs‘tragz d1f_f_':_
bidang inovasi dan teknologi. : '

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmakgud daiam Pasal 25 Bidang_:f:_: i
Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi : : :

a. penyusunan program kerja di b1ciang Inovasi cian ’i‘eknoi{)gz

b. penyiapan bahan dan perumusan keblgakan 'Eekms d1 bida:ng 11'10va31 dan;::f':

pengembangan teknologi, difusi inovasi dara penerapan _‘cel_e:;jlpiogl, i
desiminasi kelitbangan; : . S

¢. pengoordinasian di bidang inovasi dan pengembamgan teknalogl, d1fusz
inovasi dan penerapan teknologi, desiminasi kehtbangan ST

d. pembinaan dan pengawasan terhadap - pelaksanaan mgas dan fungm di
bidang inovasi dan pengembangan teknologi, difusi i inovasi: dan penerapa

teknologi, desiminasi kehtbangan sesaai ket@ntuem peramran perundmg»'}
undangan; :

¢. penyelenggaraan urusan peme?intahan : dl bidang movam déan_{
pengembangan teknologi, difusi inovasi. dan penerapan ‘telmolovl,.
desiminasi kehtbangan sesual ketentuan peratul an perundang undan Gan

g.
i
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f.  penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi ch bida'n'g'-inov'asi"
dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan’ teknologi,
desiminasi kelitbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; o

g pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan :bérkeﬁ&éﬁ-_;;

dengan tugas dan fungsi di bidang inovasi dan peﬂgembangan.‘i:ekngi'ogi,-' S

difusi inovasi dan penerapan teknologi, desiminasi kelitbangan;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tizgas d1 bidang o |
inovasi dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan
teknologi, desiminasi kelitbangan; dan : s

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bajda'nf-__'di_ﬁ.: bldang : :
[novasi dan Teknologi sesuai ketentuan peraturan peruﬂdangmndangan. R

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 23

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Eh_u.ifuft
f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau .

kegiatan teknis penunjang badan.

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat"(l) ;':-:d'i;iinf;piﬁ':_'«;}lé}ﬁ- S

seorang Kepala UPT yang berada di hawah dan befrtahggufng;éwabi_ {képa da o
Kepala Badan melalui Sekretaris. L e

Pasal 24

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sei*ta:Tété"'iKe_iﬁa Umt
Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur  sesuai .

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan : SR
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional .
Pasal 25 o '

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana din’i&kéﬁjd _'_'f:dala%m'_i__-j?l'?."_:ééal_; 5
ayat (1} huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan ..
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan

pelayanan teknis fungsional.

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabétéri dﬂa}mkzm

sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari “kementerian -
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - RSN

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana _diiﬁaks&d__; pada a'yat I_'( 1) S
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsuﬁg;kepgaai R

Pejabat Administrator.

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan: =
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi: ke dalam- Jabatan.
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator - dan/atau ‘Sub Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau. fungsi fertentu yang -

dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat. pelaksana senior yang:
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang. .
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub - Koordinator _"-'ZJaba_tail_;__ L

Fungsional.
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(5} Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta .
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau -Sub Koordinator Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {4), diatur lebih- L
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuag keteniuan*j RN RS

peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melaluz"-'_ EREO
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan berianbgung Jawab oo
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan . Tinggi - Pratama, - 8 Pejabat";. B . e
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasaitkan Jenjangnya s&sual Lol

ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dzmaksud pada ayat (l) 5': .
memiliki tugas memberikan ‘pelayanan ftmwsmnai Cyang berdasazkan‘_f e
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan pe1m11adang~ L

undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional dltetapkan sesual ketentuan::-‘*

peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang _beium dzangkat danf:'_:-_-:‘
dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekamsme penyeiaraan

jabatan diberikan penghasilan yang sama’ dencfan jabatan yang dlciudukl
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan pemtman ey
perundang-undangan mengenai ketentuan - penghasﬂan Penyetm aan EEREIE

Jabatan,

(2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan dlduduki dlsetara}&an}_ﬁ"_-'f"
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebeiumnya sampal_f;_f' il

dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraaﬂ Jabatan.

(3} Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan chciudukl sebagaimana'ff_.-:fj"j':{_'
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan vang lebzh tinggi, kelas 0 oo
Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti: peratulan perundang— Ghiian s

undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsmnal tersebut

BAB 1V
KEPEGAWAIAN
Pasal 28

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dam Pegaweu ASN . i
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang»— _E

undangan.

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dzangkat dai Pegawaz ASN 1
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pez aturan peﬁmd&nm SR

undangan.
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(3) Pengangkatan dalam jabatan dz hngku:ﬁgan Baﬁia‘i:bang mempezhaﬁkaﬂ_:{;___i-._;- e
syarat dan kompetensi Jabatan sesuai ketentuan peratuzan pemndanﬁr—}i_.;_-__'___"-“Z'-’-f

undangan.

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karzr masa jabatan bagl “

Pegawali ASN dalam suatu :jabatan dzsesualkan d.eng,an keten‘tuani_g,--. i RO

peraturan perundang-undangan.

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Bahtbanw dzsusun sesual 1<:ete:11tuan---_:'-_3-5:-'_:_--'_"'.:5'3': i

peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan J abatan melaksanakanl i
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegzaian sesua:l dengan bldaﬂg_:_f-:__};_’*
tugasnya, sampai dengan : peraturan yanﬁr mengatm _ mengenaz,_f

penyederhanaan birokrasi berlaku. . : o B
(2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegzatan sebagalma' :

dimaksud pada ayat (1) merupakan pehmpahan sebacqan kewenangan'_f.
yang diberikan oleh pejabat pimpinan tznggz pra‘i:ama sesu&u dengan*_-

ketentuan peraturan perundang- undangan )

(3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan lqegzatan sebagmmanaif

dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puiuh lima

persen) darl Angka Kredit Kumulatif untulc kenaﬂ(an pangkai setmgka &
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam: peneﬁapan Angka Kredit G
yang diperhitungkan sebagai unsur utama mehputz ’tugas pokok dan’-_:

pengembangan profesi.

]BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagm_n Kesatu
Tata Kerja
Paéal 30

(1} Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memlmpm membma
mengawasi, mengendalikan, meng&u ahkan dan membemkan petunjuk k&l ja

kepada bawahannya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Selm“uh Pejabai Admzmstra dan Pe;abat: :
Fungsional wajib menerapkan  prinsip koordmasz 11'1‘tegras:i “dan-:
sinkronisasi, baik di lingkungan Balitbang maupun ant,ar:-*'__Perangkat :

Daerah lain sesuai dengan tugas r:ian funasmya

(3) Kepala Badan dan seluruh pejabat W&}Ib melaksaﬁakmi fungsz penvawasanﬁf
di lingkungan Balitbang dan meéngarnbil lang}c:ah 1angkah yang dlperiukan '

untuk penyelesaian masalah sesulad ketentuax‘z peraturan
undangan. :
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Bagian Kedua
Laporan

Pasal 31

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”'
perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja I{@pada Gubemur'j-"_] 2
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang dzsusun ‘sesuai’

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan Balitbang wajib mematuhi kebljakan yang o
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan peiaksanaan tugas selta'____ G
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan ma&mg— e

masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang d1ter1ma dari bawahan dan'-_' _
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam member:{kan

saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekrmans guna B
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan. - .

BAE VI
PEMBIAYAAN
Pasal 32

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentrahsas; dlbebankan pada gE

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan a:ian tugas; lamnyal S

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungann Bahtbang dltetapkan-_"__' oLl

oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan T

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang beﬂa‘ﬂggung}awab dz bldang_'-_
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap. penatamag_:i_.:..r_'__ i

organisasi Balitbang sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan

Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan “kerja sama dalam;,"_::':. e
kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi _Bahtbang _sesual'_;___.: S

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsmya, agar seluruh Pejabat o o

Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketenman
peraturan perundang-undangan, -
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BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

‘Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini  mulai - berlai{u Pegawm ASN yang_:-_" '.
melaksanakan tugas pada Bah’cbang tetap melal{sanflkan tugasnya sepangaﬂgf
belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembzna Kepegawazaﬂ 5

"BABIX

KETENTUAN PENUTUP L
Pasal 35 |

Pada saat Peraturan Gubernur ini muiai beriaku, Peraturaﬁ Gubemur Nomor‘
125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan. Or gamsasm Tugas dan Fungsz-f-
serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Peng&mbaﬂgﬁn Provan31 I&ahmantan
Barat (Berita Daerah Provinsi Kahmantan Bara‘i: Tahun 2016 N iner 12‘3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan- Gubei nuz 100 Tahu 019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomr:)r },25 Tahun 20‘16;tentang._;_
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fung81 selta Ta‘ta Kerja'Bacian-_-_--
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalmantan Barat (Bemta Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun: 2019 Nomor 101) dlcabut dan dm}atakaﬁ
tidak berlaku. N

Pasai 36 B

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada ‘ta:nggal dlundangkan

Agar setiap orang mengetabumya, memermtahkaﬁ pengundangan Peratur

Gubernur ini dengan penempat&nnya dalam Berzta Daerah" : Provms1
Kalimantan Barat. R '

Dlteiapkan da Pon‘tzanak _

%*GUBERNUR KALIMAN’I‘AN BARATT-

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal &0 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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